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TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA MEMAKAI DAN MENGEDARKAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

ABSTRAK

Berdasarkan kamus hukum, Narkotika merupakan obat atau zat yang dapat
digunkan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa
mengantuk, obat atau zat yang ‘dapat-menimbulkan rangsangan, seperti: ganja,
opium dan sebagainya.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab anak
sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkotika di Wilayah Hukum
Polda Riau. Apakah hambatan dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak
pidana memakali dan mengedar narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau.
Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Riau dalam
meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum
Polda Riau.

Ditinjau dari jenisnya metode yang dipergunakan dalam penelitian ini
termasuk penelitian observasional research dengan cara survei yaitu dengan
menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner.dan wawancara langsung
dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Sedangkan sifat penelitian
ini adalah diskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara rinci tentang faktor
penyebab yang mendasari anak- memakai dan-mengedarkan narkotika dan upaya
mengatasi masalah anak menggunakan'dan mengedarkan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa factor faktor penyebab anak
sebagai pelaku tindak pidana memakai dan mengedar narkotika di \Wilayah Hukum
Polda Riau adalah factor ekonomi, psikologi, akademis, jasmani dan rohani, dan
lingkungan. Hambatan yang terjadi dalam meminimalisir anak sebagai pelaku
tindak pidana memakai dan mengedar narkoba diwilayah hukum Polda Riau adalah
Minimnya anggota dalam mensosialisasikan bahaya penggunaan dan pengedaran
narkoba bagi lingkungan, keluarga; serta pelaku penggunaan dan pengedaran bisa
dipidana, Minimnya sarana,anggaran dan fasilitas penunjang anggota kepolisian
dalam mengawasi serta mencegah terjadinya penggunaan dan pengedaran narkoba,
Upaya menanggulangi yang dilakukan oleh Polda Riau dalam meminimalisir anak
sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Riau adalah
memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendekatan kepada pelaku ,
Transparansi dalam penegakan hukum, Meningkatkan patroli atau razia di tempat-
tempat rawan sering dilakukannya tindak pidana narkotika, Meningkatkan kualitas
penyidik dengan mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan personil
penyidik.

Kata Kunci : Kriminologis, Tindak Pidana Anak, Narkotika.



CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CHILDREN AS CRIMINAL
OFFENDERS USING AND DISTRIBUTING NARCOTICS
IN THE RIAU POLICE JURISDICTION.

ABSTRACT

Based on the legal dictionary, narcotics are drugs or substances that can be
used to calm nerves, relieve pain, cause drowsiness, drugs or substances that can
cause stimulation, such as: marijuana, opium and so on.

The main problem ir:this study is whether the factors that cause children as
criminals to:use and use harcotics in the Riau Police Jurisdiction. Are the obstacles
in minimizing children as criminal offenders using and using nareatics in the Riau
Police Jurisdietion. How countermeasures carried out by riau police in minimizing
children as perpetrators of narcotics crimes in the Riau Police Jurisdiction.

Judging from the type of methods used in this study including observational
research by way of surveys, namely by using data collection tools in the form of
questionnaires and in-person interviews with parties involved in this study. While
the nature of this study is analytically described, which provides a detailed picture
of the underlying causative factors of children using and distributing narcotics and
efforts to overcome the problem of children using.and distributing narcotics.

Based on the results of research it is known that the factors that cause children
as criminals to use and use narcotics in the Riau Police Jurisdiction are economic,
psychological, academic, physical and spiritual factors, and the environment. The
obstacle that oceurs in minimizingichildren as criminal offenders using and driving
drugs in the riau police law is the lack of members in socializing the dangers of
drug use and distribution for the environment, family, and perpetrators of use and
distribution can be punished, Lack of facilities, budgets and facilities supporting
police members in supervising and preventing the use and distribution of drugs,
efforts to overcome those carried out by riau police in.minimizing children as drug
offenders in the jurisdiction of Riau Police is.to maximize human resources (HR)
and approach to perpetrators, transparency.in law enforcement, increase patrols
or raids in places prone to frequent narcotics crimes, Improve the quality of
investigators by conducting training to improve the capabilities of investigative
personnel.

Keywords: Criminological, Child Crimes, Narcotics.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

perancanga

penegakan

Pene

Indonesia. F

“obat bius”. Dalam bahasa
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian
narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis ataupun

semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran,

1 Agus Takariawan, Perlindungan Saksi dan Korban, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016, him. 27.

2 llhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2017, him. 128

3 lbid., hal. 29.

4 Zainab Ompu Jainah, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional),
Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, VVol. 2 No. 2 Tahun 2011, him 124.



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan—golongan
sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Berdasarkan kamus hukum,
Narkotika merupakan obat atau.zat yang dapat digunakan.untuk menenangkan
saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, obat atau zat yang
dapat menimbulkan rangsangan, seperti: ganja; epium dan sebagainya.’

Masalah penyalahgunaan narkotika sebelumnya juga dibicarakan dalam
kaitannya dengan kecenderungan perkembangan kejahatan (crime trend) yang
mendapat perhatian Kongres PBB ke-5 Tahun 1975 di Geneva tentang Prevention
of crime and the treatment of offenders, dalam kongres ini meminta perhatian
negara-negara.di dunia terhadap dimensi perkembangan kejahatan: (1) kejahatan
dibidang bisnis; (2) kejahatan terhadap hasil seni; (3) kejahatan yang berhubungan
dengan alkohol dan penyalahgunaan narkotika; (4)kejahatan kekerasan dikalangan
remaja; (5) kejahatan kekerasan transnasional atau terorisme; (6) kejahatan yang
berhubungan dengan lalulintas; dan (7) kejahatan yang berhubungan dengan
perpindahan penduduk.®

Pengaruh penyalahgunaan narkotika.terhadap kejahatan-kejahatan lain,
sudah dibahas antara lain dengan kongres PBB ke-8 di Havana Cuba yang
menghasilkan dokumen tentang “social aspects of crime prevention and criminal
Jjustice in the context of development” dokumen itu menyatakan masalah

penyalahgunaan narkotika, obat-obatan dan alkohol diidentifikasikan sebagai salah

5 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
6 Zainab Ompu Jainah, Op.cit, him. 123



satu faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.” Perkembangan zaman yang
maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir, salah satu
persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah
tentang kejahatan.pada umumnya,.seperti padasaat ini seringkita jumpai kenakalan
berupa penyalahgunaan narkotika.®

Permasalahan narkoba didNegara Indonesia masih merupakan sesuatu yang
bersifat urgent dan kompleks.® Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan
narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai
penjuru daerah dan penyalahgunanya merata diseluruh strata sosial masyarakat.
Pada dasarnya narkotika diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan
dan ilmu pengetahuan, tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi
penyalahgunaan. Oleh sebab Itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna
kepentingan kesehatan dan #imu pengetahuan di satu sisi dan di sisi lain untuk
mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya
penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan hukum di bidang narkotika.°

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan
tindak pidana narkotika sangat diperlukan,.apalagi tindak pidana narkotika
merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang dilakukan secara

sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih

" Ibid., hal. 124.

8 Dian Herdian Silalahi, Criminal Action Treatment Of Narcotics Abuse Treatment Narcotics in
Police SATRES Tebing Tinggi Police, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Vol. 5 No.2 Tahun 2018, him. 61.

® Maudy Pritha Amanda (Ed.), Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent
Substance Abuse), Jurnal Penelitian & PPM, Vol.4 No. 2 Tahun 2017, HIm. 340.

10 Heni Susanti, Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Narkotika didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UIR Law Review,Vol.2 No.1
Tahun 2018, him. 266



serta dilakukan secara terorganisir (organizeci crime) dan sudah bersifat
transnasional (transnational crime)*?.

Pada sekarang ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan
narkotika, penyalahgunaan narkotika sudah._bersifat transnasional (transnational
criminality) karena dapat melintasi batas-batas negara (bordeless countries) yang
dilakukan dengan menggunakan: modus ©perandi dan teknologi yang canggih,
dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi
luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (transit states) atau bahkan
sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (point of market state)
dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa
hingga pada tingkat yang menghawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, pelaku penyalahguna narkotika pada
dasarnya terbagi atas dua katagori yaitu pelaku, sebagai pengedar dan pelaku
sebagai pemakai.!?

Seorang individu mempunyai ketergantungan narkotika, akibatnya dapat
mengalami gangguan jiwa dan tidak lagi mampu mengontrol dirinya secara wajar
dalam kehidupannya yaitu rusaknya fungsi.jiwa sosial untuk berinteraksi dengan
masyarakat secara normal, hilangnya pekerjaan, sekolah, dan tidak mampu

mengendalikan dirinya atau frustasi.'® Lebih parah lagi penyalahgunaan narkoba

1 1bid., hal.267

2 Dahlan, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika,
Deepublish, Yogyakarta. 2017, him. 4

13 Anggreni, Dewi, Dampak bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di
Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu, eJournal Sosiatri-Sosiologi, VVol. 3 No. 3 Tahun 2015,
him. 37-51



sudah menyerang generasi anak-anak dan generasi muda.'* Setiap orang yang
melakukan pemeliharaan anak harus memerhatikan dan melaksanakan
kewajibannya yang merupakan hak-hak anak peliharaannya. Dalam kenyataannya,
banyak orang tua.yang tidak sadar akan hal ini; yang memengaruhi perkembangan
kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung
mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-
tindakan negatif, yang dikategorikan kenakalan anak, seperti penggunaan narkotika
dan mengedarkan narkotika.*

Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di kalangan
remaja dinilai memprihatinkan.'® Perkembanganya di _masyarakat tindak pidana
narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara
kualitatif maupun kuantitatif seperti korban yang banyak khususnya di kalangan
generasi muda remaja dan pelajar.*’

Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus
kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus
tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat
menjadi indikator meningkatnya kerja polisi.dalam memburu sindikat peredaran
narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah

saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. walaupun Indonesia memiliki

14 Jaji, Hubungan Faktor Sosial dan Spiritual dengan Risiko Penyalahgunan Napza pada Remaja
SMP dan SMA di Kota Palembang, Jurnal Pembangunan Manusia, VVol. 4 No.11 Tahun 2009, him.
1-7
15 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, him. 2.

6 Maudy Pritha Amanda (Ed.), loc.cit.

7 Angelius Henry Sigalingging dan Warjio. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan
Pembangunan :Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Jurnal Administrasi
Publik, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014, him. 116-145.



Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No.
22 Tahun 1997 tentang narkotika namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum
mampu diselesaikan dengan tuntas.8

Kejahatan-narkotika merupakan suatu-fenomena kompleks yang dapat
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat
menangkap berbagai komentar. tentang suatu, peristiwa kejahatan yang berbeda
dengan yang lain.'° Apabila dilihat dari laporan Dircktorat Reserse Polda Riau
angka-angka pelaku anak kejahatan tindak pidana narkotika untuk 3 tahun terakhir
dari Tahun 2018-2020 dapat diringkas sebagai berikut :

Tabel 1. 1 HASIL PENGUNGKAPAN KASUS TP NARKOTIKA ANAK DI
BAWAH UMUR DITRESNARKOBA POLDA RIAU DAN JAJARAN

TAHUN 2018
NO KESATUAN KASUS TERSANGKA
1 | DITRESNARKOBA NIHIL -
2 | PEKANBARU NIHIL -
3 | DUMAI NIHIL -
4 | BENGKALIS 6 Kasus 18 Tersangka
5 | KAMPAR 1 Kasus 3 Tersangka
6 | INHU NIHIL -
7 | INHIL NIHIL -
8 | PELALAWAN NIHIL -
9 | ROHUL 1 Kasus 7 Tersangka
10 | ROHIL 1 Kasus 2 Tersangka
11 | SIAK NIHIL -
12 | KUANSING NIHIL -
13 | MERANTI 2 Kasus 4 Tersangka
JUMLAH TOTAL : 11 KASUS 34 Tersangka

Sumber : Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Tahun 2018

18 Paul Ricardo, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus
Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi), Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.lll Tahun 2010,
Hal. 232 — 245

19 Failin, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Satuan Narkotika
Polres Bukittinggi, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5 No. 2 Tahun 2020, him. 311.



Tabel I. 2 HASIL PENGUNGKAPAN KASUS TP NARKOTIKA ANAK DI
BAWAH UMUR DITRESNARKOBA POLDA RIAU DAN JAJARAN

TAHUN 2019

NO KESATUAN KASUS TERSANGKA
1 | DITRESNARKOBA 5 Kasus 7 Tersangka
2 | PEKANBARU 3 Kasus 5 Tersangka
3 | DUMAI 1 Kasus 3 Tersangka
4 | BENGKALIS 3 Kasus 7 Tersangka
5 | KAMPAR 5 Kasus 8 Tersangka
6 | INHU 3 Kasus 3_Tersangka
7 | INHIL 2 Kasus 2 Tersangka
8 | PELALAWAN 4 Kasus 5 Tersangka
9 | ROHUL 1 Kasus 1 Tersangka
10 | ROHIL 7 Kasus 8 Tersangka
11 | SIAK 3 Kasus 6 Tersangka
12 | KUANSING 1 Kasus 2 Tersangka
13 | MERANTI 6 Kasus 13Tersangka

JUMLAH TOTAL : 44 KASUS 70 Tersangka

Sumber : Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Tahun 2019

Tabel 1. 3 HASIL PENGUNGKAPAN KASUS, TP NARKOTIKA ANAK DI
BAWAH UMUR DITRESNARKOBA'POLDA RIAU DAN JAJARAN

TAHUN 2020

NO KESATUAN KASUS TERSANGKA
1 | DITRESNARKOBA 1 Kasus 1 Tersangka
2 | PEKANBARU 9 Kasus 16 Tersangka
3 | DUMAI 4 Kasus 12 Tersangka
4 | BENGKALIS 9 Kasus 18 Tersangka
5 | KAMPAR 9 Kasus 17 Tersangka
6 | INHU 1 Kasus 2 Tersangka
7 | INHIL 3 Kasus 4 Tersangka
8 | PELALAWAN 2 Kasus 3 Tersangka
9 | ROHUL 1 Kasus 2 Tersangka
10 | ROHIL 4 Kasus 8 Tersangka
11 | SIAK 9 Kasus 17 Tersangka
12 | KUANSING 3 Kasus 7 Tersangka
13 | MERANTI 5 Kasus 9 Tersangka

JUMLAH TOTAL : 60 KASUS 116 Tersangka

Sumber : Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Tahun 2020



Tindak Pidana Narkotika adalah salah satu Tindak Pidana yang paling
banyak dilakukan di Indonesia karena kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang
bersifat victimless crime sehingga pelakunya sendiri tidak menyadari bahwa mereka
juga merupakan kerban dari kejahatan yang. dilakukannya sendiri?® dan dari tabel
diatas menggambarkan bahwa dari tahun ke tahun angka anak pelaku tindak pidana
narkotika meningkat, secara_keseluruhan ‘kasus tersebut sampai di tingkat P 21.
Bertambahnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dalam usia muda telah
mengisi dan menambah pola kriminalitas baru.?

Jadi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di Wilayah
Hukum Polda Riau saat ini sudah berjalan sesuai dengan aturan, yaitu berdasarkan
KUHAP, tetapi pelaksanaannya belum efektif karena dalam hal ini masih
ditemukan faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan penyidikannya,
sehingga tidak terlaksananya pelaksanaan penyidikan yang efektif. Faktor
penyalahgunaan narkotika oleh anak juga tidak bisa dipandang sebagai fenomena
yang kontemporer dan harus dilakukannya penegakan hukum agar dapat
meminimalisir kasus penyalahgunaan narkotika.?? Oleh sebab itu, saat anak sebagai
pelaku tindak pidana negara wajib menaruh.proteksi kepadanya®

Adapun pengaturan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dalam

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

20 Novita Sari, Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika (Application of Ultimum Remedium Principles in Law Enforcement
On Criminal Act of Narcotics Abuses), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17, No.3, Tahun
2017, Hal. 355

2L Imran (Ed), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang
Dilakukan Oleh Anak, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.2 No. 2 Tahun 2020, Hal. 94

22 Moore, D. Contemporary Drug Problems. Sage Journals, Vol.47, No.3 Tahun 2020, Hal.167-189.

23 Hutahaean, B., Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, Jurnal Yudisial, Vol.6
No.1 Tahun 2013, Hal. 64-79.
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a. Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Narkotika (1) Bahwa Orang tua atau wali

dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada

pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi

adap adanya

Hal ini sesuai

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Pecandu Narkotika yang belum
cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pemberantasan peredaran narkotika merupakan masalah nasional, karena

dapat berdampak negatif yang mampu merusak serta mengancam kehidupan

masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan
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nasional. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota
besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik

Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian,

SEBAGAI PELAKU

MENGEDARKAN NARKOTIKA D ILAYAH HUKUM POLDA RIAU.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana memakai dan
mengedar narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau?
2. Apakah hambatan dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana

memakai dan mengedar narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau?

10
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3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Riau dalam

meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah

Hukum Polda Riau ?

sebagai pelaku

Wilayah Hukum

Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, bermanfaat di tinjau dari dua
segi yaitu segi Teoritis dan Praktis untuk :

1. Manfaat Teoritis

1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku

perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

11
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2) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran

sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Universitas

Islam Riau khususnya program Pascasarjana.

ilmu

berbagai segi aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard
(1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku
kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu

pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.?*

24 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Cetakan Ke-1,Makassar, him.1

12
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Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai
berikut:%

1) Edwin H. Sutherland: Criminology is the body of knowledge regarding

elanea ) 0 '
3) J. Cons 0i adala * ﬂlﬁ an menentukan
' b-musabab 1ya ki g dan penjahat.
]
g
by

yelidiki gejala-
gejala kejaha an ti : 0 D-musabab serta
akibat-akik '

v

Terlepas ia i endiri, W.A.Bonger

memberikan pembagia K i murni dan

1) Antropologi Kriminal
Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). IImu

pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam

2 1bid, him. 1-2.
26 W.A. Bonger dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers,
Cetakan Ke-12, Jakarta, 2012,hIm. 9-10.

13
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tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku

bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminal

Teori ini dipengaruhi oleh tiga teori lain yaitu : ecological and culture
transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory. Dari
pengaruh-pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori diferensiasi
ini didasarkan pada :

Teori asosiasi diferensial ini memiliki 2 versi. Versi pertama dikemukakan

tahun 1939 lebih menekankan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta

14
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asosiasi diferensial. Dalam versi pertama, Sutherland mendefinisikan asosiasi
diferensial sebagai “the contents of pattern presented in association would differ

from individual to individual” (isi atau konten yang disajikan dari sebuah asosiasi
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memaparka
dapat dipel
social orga
diturunkan
dipelajari me
Selain
kriminologi juga
yaitu:?’
1) Sosiologi Hukum
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan
suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan
adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan terus pula menyelidiki
faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum

pidana).

27 Edwin H. Sutherland, dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi,
Rajawali Pers, Cetakan Ke-12, Jakarta, 2012,him.11

15
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2) Etiologi Hukum
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab akibat dari kejahatan.

Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

kejahatan

2. Sosial

beberapa orang menahan diri dari melakukannya. Menurut teori control sosial ini
manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang
adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk. Menurut Hirschi, There are four

components of the social bond, attachment, commitment, involevment, and belief.

28 Zahrati Fadhilah Taufig, Covid 19 Dan Angka Kriminalitas Di Indonesia: Penerapan Teori-Teori
Kriminologi, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Magister llmu Hukum Universitas Indonesia,
Vol. 4. No. 4 November Tahun 2020, him. 39.

16
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Berdasarkan pendapat ini bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab

terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu keterikatan,

ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan

mengawasi seseorang.

2. Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (Commitment), yaitu
mengacu pada perhitungan untung rugi atas keterlibatan seseorang dalam
perbuatan yang menyimpang. Van Dijk. berpendapat, bahwa unsur ini

menekankan pada aspek rasional ekonomis, sehingga mereka yang banyak

2 |bid., hal. 40

17
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menginventarisasikan materi dan emosi. dalam masyarakat, makin banyak

risiko kerugian yang harus ditanggung jika mereka melakukan pelanggaran

norma.

seseorang baik itu perilaku baik atau perilaku jahat sepenuhnya tergantung pada
masyarakat sekitarnya. Karena, setiap orang yang lemah atau putus dengan ikatan
sosial cenderung melakukan tingkah laku jahat. Ronald L. Akers dan Christine S.
Sellers menegaskan bahwa Travis Hirschi membawa implikasi pada penentuan

kebijakan yang dapat menekan kejahatan.*

% 1bid., hal. 40.

18



Hal ini bermanfaat pada perancangan kebijakan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai jam malam, program pendidikan di luar sekolah,
pembimbingan orang tua, dan program penempatan kerja.®! Teori ini juga bermanfaat
untuk membangun  konsep;...operasional,..dan pengecekan empiris untuk
mengembangkan model pencegahan kejahatan. Secara lengkap diungkapkan berikut.
Travis Hirschi’s theory has many policy Smplications and can be used to reduce
delinquency. His theory can be seen in policies such as curfeiv laws, after-school
programs, parenting classes, and job placement programs. Hirschi utilized theory
construction, conceptualization, operationalization, and empirical testing to develop
a perspective that still stands as a criminological model today. (Akers and Sellers)
Dalam kaitannya dengan teori kontrol, menurut Reiss ada 3 komponen yang dapat
menjelaskan kenakalan remaja, yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama
masa kanak-kanak, hilangnya,kontrol tersebut, dantidak adanya norma-norma sosial
atau konflik antar norma tersebut (di sekolah, di keluarga, atau lingkungan sekitar).
Selanjutnya Reiss membedakan 2 macam kontrol yaitu:*

a. personal control, yaitu kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak
mencapai tujuannya dengan.cara yang.melanggar norma;

b. social control, yaitu kemampuan masyarakat atau sekelompok sosial untuk
melaksanakan norma-norma atau peraturan perundang-undangan. Akers

mengemukakan sebagai berikut: External Control. A concept in control theory

3L Ibid., hal. 40.

%2 Hardianto Djanggih (Ed.), Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan
Kejahatan Siber (Cyber Crime) , Jurnal Pandecta Universitas Negeri Semarang, Vo. 13. No 1
Tahun 2018, him. 18

19



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

in which agents outside the control of the individual are responsible for keeping
that individual from committing criminal or deviant acts. These agents include

parents, teachers, or law enforcement. (Internal Control. A concept in control

to disappoint
pahami bahwa
' 0l di mana pihak
dividu agar tidak

pang. Agen ini

ep dalam teori

o
a i
v
&
o
d
ke

melakukan suatu

Shoemaker, menulis “Control teorists also generally agree that delinquency is
the result of the deficiency in something; that is juveniles commit delinquency
because some controlling force is absent or defective.” Para pendukung teori

kontrol ternyata meneyetujui pendapat bahwa kenakalan merupakan hasil dari
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sesuatu kekurangan, yaitu berkurangnya beberapa kekuatan ikatan dan kontrol

dalam masyarakat.?

b. Teori Netralisasi

people most of the time, a ide g th ords, neutralization
theory, assums IS ge ee ety about “the good think

life” and the

norma masyarakat? Berdasarkan pertanyaan tersebut, teori ini menganggap bahwa
kebanyakan orang, dalam sebagian besar waktunya, pada saat melakukan sesuatu

perbuatan dikendalikan oleh pemikiran- pemikiran yang baik, tetapi mengapa orang

3 1bid., hal. 19.
34 Hagan, John. (Tanpa tahun). Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and its Control. Mc
Graw-Hill Inc. Singapore. HIm. 156

21



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

yang pada umumnya memiliki pemikiran yang baik tersebut sampai melakukan

perbuatan yang menyimpang atau melakukan kejahatan.*

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Sykes dan Matza mengemukakan,

seorang Y.

perbuatanny enyimpang dari

norma. Pro¢ digunakan oleh
Jenaran terhadap

)nen yang rumit

sebagaimana ; g 3 1 sebaga i skan oleh Shuterland.

tekanan masyarakat (contohnya kurang mendapat kasih sayang dari kedua
orang tua, dan berada dalam pergaulan atau lingkungan yang kurang baik).
b. Denial of Injury, yaitu pelaku berpandangan bahwa perbuatan yang

dilakukan tidak menyebabkan kerugian yang besar pada masyarakat.

% 1bid., hal. 156
% 1bid., hal. 156
87 Hardianto Djanggih (Ed.), op.cit., hal. 20.
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c. Denial of Victim, yaitu pelaku memahami diri sendiri sebagai “sang penuntut

balas”, sedangkan para korban dari perbuatannya dianggap sebagai orang

yang bersalah.

L bahwa dirinya
kum yang ada di

yaitu kelompok

Penegakan hukum dapat diartikan penegakan hukum bidangnya luas sekali,

tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada
persangkaan telah terjadi kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari
kejahatan. Prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang
terlibat didalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan,

pengadilan, pamong praja, dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa.
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Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai

peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang

bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Suatu masalah yang dijumpai didalam undnag-undang adalah adanya berbagai
undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal

didalam undang-undang tersebut diperintankan demikian.*

% Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung, 2010, him.113

39 Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2008, him. 11

40 Ibid., Hal. 11-12
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Permasalahan lain yang timbul didalam undang-undang adalah

ketidakjelasan didalam kata-kata yang di pergunakan dalam perumusan pasal-pasal

tertentu.*! Hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat

tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan
kewajiban-kewajiban tertentu.*® Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya
dengan warga Negara lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan

peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai

41 1bid., Hal. 16
“2 1bid., Hal. 17
“3 1bid., Hal. 20
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kedudukan dan peranan timbul konflik. Kenyataan yang terjadi suatu kesenjangan
antara peranan yang harusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau

peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.** Dalam melaksanakan

jkin penegakan
hukum ak 2but antara lain
mencakup tenaga manusia berpendidi n : 3 rganisasi yang baik,

peralatan yang

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan
karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, namun waktu untuk
mengadilinya atau menyelesaikannnya adalah terbatas. Permintaan akan udang,

misalnya, juga besar dan kapasitas untuk memenuhi permintaan tersebut juga

4 1bid., Hal. 21
 1bid., Hal. 28
% 1bid., Hal. 37
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terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya,

akan tetapi mereka tidak harus antri untuk membeli udang, oleh karena waktu untuk

menyelesaikan perkara tidak dicatu oleh harga sedangkan udang dicatu harganya.

penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata,
apabila di bandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat

kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi

47 Ibid., Hal. 39-40
8 1bid., Hal. 42
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negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akan dapat

mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.*

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada

peranan yang

seharusnya ilitas tersebut.>
d. Faktor aka of: ' rsebut berlaku

atau dite

hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Jelas bahwa hal ini pasti
ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak

hukum, dan sarana atau fasilitas.*!

9 1bid., Hal. 43
% 1bid., Hal. 43-44.
51 1bid., Hal. 45.
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Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi social atau pelapisan
masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/ kedudukan dan
peranan yang ada. Setiap stratifikasi social pasti ada dasar-dasarnya seperti
kekuasaan, kekayaan materiel; kehormatan, pendidikan, dan.lain sebagainya. Dari
pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi social tersebut, dapat diketahui
lambang-lambang kedudukan- cyang - berlaku, . dengan segala macam gaya
pergaulannya. Di..samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang
mempengaruhi kekuasaan atau wewenang, beserta penerapannya di dalam
kenyataan. Hal tersebut dapat diketahui melalui wawancara dengan berbagai tokoh
atau warga masyarakat biasa, maupun dengan jalan mengadakan pengamatan-
pengamatan terlibat maupun tidak terlibat.>?

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga
social yang hidup, serta yang sangat dihargal oleh bagian terbesar warga-warga
masyarakat setempat. Lembaga-lembaga social tersebut adalah, missal lembaga
pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum, dan seterusnya.
Secara teoritis lembaga-lembaga social tersebut mempunyai hubungan fungsional,
sehingga mempunyai pengaruh.yang sangat besar terhadap stabilitas ataupun
perubahan-perubahan social-budaya yang akan atau sedang terjadi.>

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut diatas, maka
terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau
kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman

terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam

%2 bid., Hal. 51
%3 1bid., Hal. 51
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pekerjaan menyelesaikan perselisinan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang
bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui, bahwa hukum tertulis
mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan
yang cepat dan tepat (dikresi).>*

Penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang
yang mempunyai kepentingan dan 'sesuai kewenangannya masing-masing menurut
aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu
sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku
nyata manusia. Kaidahkaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan
bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau
sikap tindak .itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan
kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses
perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.*

Di dalam situasi-situasi tertentu, polisi mau tidak mau harus melaksanakan
peranan aktual yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, misalnya penerapan
kekerasan. Akan tetapi di dalam keadaan demikian perlu diteliti apakah kekerasan
tersebut memang berasal dari polisi tersebut, atau merupakan suatu akibat dari
lingkungan (faktor-faktor lainnya).>®

Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah

mengenai segi penerapan perundang-undangan. Kalau penegak hukum menyadari

% |bid., Hal. 52
% Satipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, him. 15
% Ibid., Hal. 52
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bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa
perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu, mungkin
timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadangkala
tertinggal dengan-perkembangan.di dalam.masyarakat, bukankah hal itu dapat
ditanggulangi dengan diskresi, yang secara lahiriah tampak begitu sederhana.>’

Dengan demikian dapat | dikatakan,; bahwa anggapan-anggapan dari
masyarakat tersebut harus mengalami perubahan-perubahan di dalam kadar-kadar
tertentu. Perubahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-
perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum
yang berkesinambung dan yang senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk
kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat
menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.>®

Salah satu akibatnya yang positif adalah kemungkinan bahwa warga
masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-
kewajiban mereka menurut hukum. Kalau warga masyarakat sudah mengetahui
hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui
aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya.hukum untuk melindungi, memenuhi
dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal
itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada.>®

Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa

hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang

5 1bid., Hal. 54
% 1bid., Hal. 55
% 1bid., Hal. 56
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kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum.
Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepasstian hukum
belaka, maka akan muncul anggapan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan
hukum adalah ketertiban. Lebihmementingkanketertiban berarti lebih menekankan
pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua
bidang kehidupan akan dapat diaturidengan hukum tertulis.®

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor
penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam
menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif
yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga aparat kinerja hukum.
e. Faktor kebudayaan

Faktor budaya disini adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.5* Faktor kebudayaan yang
sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat senagaja dibedakan, karena di
dalam pembahasannya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti
dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada
dasarnya mencakup nilai-nilai mendasari-hukum yang berlaku, nilai-nilai yang
merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga
dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai- nilai tersebut,
lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaaan

esktrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan

% Ibid., Hal. 57

61 Kasmanto Rinaldi, Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Bagi Warga Binaan Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas li A Pekanbaru , Jurnal Siasat., VVo. 11 (1) Tahun 2017, Him.
19.
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didalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini. Pasangan nilai yang berperan
dalam hukum adalah sebagai berikut :°2

a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman

b) Nilai jasmaniah/ kebendaaan dan nilai-rehaniah/ keahklakan

c) Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Kebudayaan Indonesia.yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum
adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak.
Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari
golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang
yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai
yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dengan
tersebut dapat berlaku secara efektif.®®
Mazhab sejarah dan kebudayaan, menekankan bahwa hukum hanya dapat

dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum
tersebut timbul. Tokoh yang terkemuka dari mazhab ini adalah Friederich Karl VVon
Savigny (1779- 1861) yang dianggap sebagai pencipta ilmu sejarah hukum. Von
Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum
masyarakat (Volkgeist). Dia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat-
istiadat dan kepercayaan dan bahkan tidak berasal dari pembentuk undang-undang.
Keputusan-keputusan badan legislatif dapat membahayakan masyarakat oleh

karena tidak selalu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Von Savigny

62 Soejono soekanto, op.cit., hal. 59-60
83 Soejono soekanto, op.cit., hal. 64-65
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selanjutnya mengemukakan betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara
hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya.

Pasangan nilai-nilai kebendaaan dan keakhlakan, juga mempunyai
pasangan yang hersifat universal. Akan tetapi-di dalam kenyataan pada masing-
masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh.
Pengaruh dari kegiatan-kegiatan-moderenisasi dibidang materiel, misalnya tidak
mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada
nilai keakhlakan, sehingga akan timbul pula suatu kedaan yang tidak serasi.
Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dan lebih penting, akan
mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari
segi kebendaan belaka. Salah satu akibat daripada penempatan nilai kebendaan
pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan adalah bahwa di dalam
proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih
dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat-ringannya
ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolak ukur kewibawaan hukum,
kepatuhan huum kemudian juga disandarkan pada cost and benefit.%*

3. Teori Strategi Pencegahan kejahatan

Pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat
kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi
polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa sebenarnya terdapat kesadaran
tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak dapat benar-benar muncul, dan

adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu

64 Soejono soekanto, op.cit., hal. 65
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melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.
Pencegahan kejahatan sebagai sesuatu usaha yang meliputi: segala tindakan yang

mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan

kelompok be
primer, b.

a. Pence

jahatan melalui
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umum, khusus

tangan sebelum terjadinya pelanggaran) meliputi pendidikan, perumahan,
ketenagakerjaan, waktu luang dan rekreasi.

b. Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan

peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan

85 Kemal Muhammad, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditiaya Bakti, Bandung, 1994, Him.
86
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umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi
kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran

preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula

pidana.

dari sa

adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran.
Sedangkan target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah
melanggar hukum.
E. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang

terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.
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“Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Memakai dan Mengedarkan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau”.
1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian Tinjauan adalah

mempelajari dengan cermat, memeriksa (u emahami), pandangan,

2.

3. yang sengaja
pukti  bersalah

4.

5.

kawin.
6. Pasal 1 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 3 tahun 1997 anak adalah

orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun

% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi
Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014,him.1470

87 Topo Santoso (Ed.), Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

%8 http://kbbi.web.id/selesai, Diakses pada Tanggal 26 Februari 2020, Pukul 10.00 WIB

69 B. Simanjuntak dalam Hendar S, Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan perkosaan yang
dilakukan antar anak, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, him.11
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tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang

melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan

baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

0 pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. (Undang-
Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)."

F. Metode Penelitian

penelitian ini
termasuk pene pengumpulan
data dilaku jumpulkan data

yang dijadikan" baha E | ::- "__ - yaitu dengan

2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai

Pelaku Tindak Pidana Memakai dan Mengedarkan Narkotika.

I Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, Awas ! Narkoba Masuk Desa, Jakarta,
2018, Him. 8.

2 pedoman Penulisan Thesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Program Pasca
Sarjana, him.9

8 1bid., him.11
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3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah di Wilayah Hukum Polda Riau, Kota Pekanbaru

Provinsi Riau. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai Timur Pulau Sumatra,

mempunyai k gelompokkan dan
memilah apa dan m ‘ unya dengan dasar
pertimbangan keterke .nq ‘ , akan diteliti.”* Dalam

penelitian ini yang dijadika
1. Kanit
2. Penyidik
3. Pelaku.
Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini cukup besar, karena

keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, dalam penelitian ini penulis mengambil

" 1bid., him.11
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nenyj wejsy se)

sampel dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk lebih jelasnya

populasi dan responden dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

o ) _Daftar, popUasi dah s B; R

G o

1 -

2 -

3 20

Apabila jumlah populasi adalah be g dapat ditempuh
dengan cara mer 6 t of asi 1 : ek ngan ional (minimal
30% dari jumlah populasi ¢ ¢ dpat thhwakiti): RS penyidik 1 dan
anak sebagali pe
b. Sampel

Sampel ya cara menetapkan
sejumlah sampel 2ngan terlebih dahulu
sampelnya ditetapka .@ ‘ pel pada penelitian ini

diambil 20 orang pelaku.
5. Data dan Sumber Data
a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden

atau sampel. Data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah,

® 1bid., him.12

41



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

pegawai swasta dan dari sumber lainnya, dan data tersebut harus berhubungan
dengan pokok masalah yang dibahas.”

b. Data sekunder

7. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yaitu dengan

cara data dari kuesioner dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara

76 Ibid., him.12
" 1bid., him.12
78 Ibid., him.12
7 Ibid., him.12
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membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan

peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.®

8. Metode Penarikan Kesimpulan

& 1bid., him.13
& 1bid., him.13
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BAB 11
TINJAUAN UMUM
A. Tinjauan Umum Tentang Narkoba

Setiap kejahatan pasti ada.pelakunya, kejahatan yang. dilakukan juga ada
korbannya. Terjadinya suatu kejahatan akan menimbulkan kerugian yang sangat
besar pada korbannya, baik kerugian: bersifatymateril maupun bersifat immateril.
Namun, penderitaan yang dialami korban kejahatan sangat relevan untuk dijadikan
instrumen atau pertimbangan bagi penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi
sebenarnya penderitaan-penderitaan yang dialami oleh pelaku karena dipidana
tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.®? Maka menurut
penulis yang paling penting dilakukan adalah upaya preventif.terhadap kejahatan
agar tidak ada orang yang mengalami kerugian, baik secara materil maupun
immaterial akibat kejahatan tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan adaalah penyalahgunaan narkoba. Bentuk
penyalahgunaan narkoba antara lain penyalahgunaan narkotika. Pada awalnya
narkotika untuk kepentingan umat manusia, terkhusus untuk pengobatan dan
pelayanan kesehatan. Namun, ..semakin.berkembangnya zaman, peruntukan
narkotika mengalami perluasan hingga kepada hal-hal yang negatif.®® Tujuan
penggunaan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan
pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pasal 3

Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa undang-undang dibuat untuk

8 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara
Norma dan Realita, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 24

8 Dikdik, M Arif Mansur, dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Kejahatan, Raja Grafmdo
Persada, Jakarta, tahun 2007, halaman 100.
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menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ada jaminan seperti itu, akan terjadi
kekhawatiran adanya stock narkotika yang seimbang dengan tujuan di atas,
walaupun penggunaan narkotika telah dibatasi-eleh undang-undang.

1. Definisi Narkoba

Narkoba adalah singkatan,dari ‘Narkotika; Psikotropika dan bahan adiktif.
Terminologi narkoba sangat familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti
polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas
Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat
tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Kata
NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.
Tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga
jenis zat yang sama.

Pengertian pasal 1 butir 1 undang-undang narkotika yang dimaksud dengan
narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik
sintetis maupun semt sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai-menghilangkan rasa nyeri dan dapat
menimbulkan ketergantungan. Dari pengertian tersebut hal yang sama dengan
psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah
maupun sintetis. Perbedaannya pada narkotika ada yang berasal dari tanaman,
sedang dalam pengertian psikotropika tidak demikian pengaruhnya.®* Pada

psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan

8 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 159.
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perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedang pada narkotika tidak
menjelaskan pengaruh itu, tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas,
bahwa narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampail menghilangkan rasa..nyeri. Baik. narkotika maupun
psikotropika sama sama menimbulkan akibat pada ketergantungan.

Pengertian psikotropika berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
5 tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika,
yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat
yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental atau perilaku. Pengertian
tersebut menekankan adanya pembatasan ruang lingkup psikotropika yang
dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkatika, dengan.maksud agar tidak
berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Karena apabila tidak dibatasi
demikian, nantinya akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana zat atau
obat yang tergolong narkotika. Obat-obatan sebagaimana dimaksud memiliki
khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan
mempunyai hubungan = kausalitas pada aktivitas mental dan perilaku
penggunaannya. Mental dan perilaku pengguna menunjukkan adanya perubahan
yang khas dibandingkan yang bersangkutan mengkonsumsi psikotropika.®®

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa inggris yaitu narcotics yang
berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang
berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus inggris indonesia

narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.®® Narkoba

8 Ibid., Hal 17.
8 Hasan Sadly, Kamus Inggiris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 390.
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merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.’
Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya
narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau
membius atau mengurangi rasa sakit.

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintesis, yang.-dapat. menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran dan hilangnya rasa.  Dari pengertian narkotika tersebut sama dengan
psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah
maupun sintesis. Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika ada yang berasal
dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebut demikian.
Pada psikotropika pengaruhnya tertuju pada susunan syaraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan pada
narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psikotropika sama-sama
menimbulkan ketergantungan.®® Sebelum timbulnya masalah yang lebih banyak
terhadap penyalahgunaan narkoba, pencgahan bahaya narkoba perlu dilakukan agar
semakin banyak orang yang tahu. efek dan.bahaya dari penyalahgunaan narkoba,
sehingga hal-hal buruk yang akan Dberefek kepada kehidupan kedepan tidak

terjadi.®!

87 Kamus Besar Bahasa Indonesia, balai Pustaka, Jakarta,2008, hal 66.

8 Mardani, Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional,
Rajawali press, Jakarta, 2008, hal 78.

8 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Gelora Aksara Pratama,
Jakarta, 2012, hal 11.

% Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jambatan, Jakarta,2007, hal 159.

%1 Siska Sulistami, Bahaya NAPZA, Mustika Pustaka Negeri, Jakarta, 2014, hal 145.
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Tujuan penggunaan narkotika sama persis dengan tujuan penggunaan
psikotropika, vyaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk
pengembangan ilmu pengetahuan. Maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut
pasal 3 undang-undang narketika menyebutkan bahwa undang-undang dibuat
bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ada jaminan seperti
itu, akan terjadi kekhawatiran akan adanya stock narkotika yang seimbang dengan
tujuan di atas, walaupun penggunaan narkotika telah dibatasi oleh undang-undang.

Dalam undang-undang narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka
mencapai tujuan dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika
dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini'saling berkaitan satu sama
lain. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, merupakan tindakan yang
menutup pintu bagi konsumen narkotika yang tidak sah, sehingga arus peredaran
gelap narkotika terputus, tidak sampai beredar ketingkat paling bawah. Sebaliknya
dengan memberantas peredaran gelap narkotika maka konsumen narkotika tentu
akan mengalami kesulitan mendapatkan narkotika lagi.%?

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Tndonesia Nomor 35 tahun 2009
Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh:

%2 1bid
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Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon,

MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

b. Narkotika Golongan Il adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan

yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada
masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan
bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat
berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang

lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja,
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dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika

makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka

?oﬁ‘

narkoba alami, semi sintesi

a. Narkoba alami
Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum
mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami.

1) Ganja
Ganja yang dikenal juga bernama Cannabis Sativa pada mulanya banyak

digunakan sebagai obat relaksan untuk mengatasi intoksikasi (keracunan ringan).
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Bahan yang digunakan dapat berupa daun, batang dan biji, namun kemudian
disalahgunakan pemakainya. Banyak yang mengkonsumsi ganja dengan

menghisapnya seperti orang mengisap rokok. Ada juga dengan cara memasukkan

menghadap

pecandu na
bukanlah ses

keras dan me

walau tidak ada yang merasa lucu.

2. Merasa percaya diri, tidak perduli terhadap lingkungan.

3. Nafsu makan bertambah besar sedangkan bekerja malas, sehingga tubuh
menjadi kurus kering.

4. Egonya tinggi, merasa dirinya perlu dilebihkan

% Mastar Ain Tanjung, Pahami Kejahatan Narkoba, Letupan Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 18
% 1bid, Hal. 19
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5. Tidak ada rasa sopan santun di dalam atau diluar rumah

6. Terkadang mata sayu, merah melotot, penglihatan kabur dan jalan

sempoyongan

8. a k kan gelisah yang
%r nya ambruk
’ dari tempat

o

. ”

2) Opium '
Opium z 3 s/ Juice dalam
bahasa Yuna ﬁ dari buah candu
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berbagai warna yang indah dan menarik. Bunga opium menghasilkan getah yang
dapat diolah menjadi candu atau opiate. Awal ditemukan candu digunakan untuk
mengurangi rasa sakit pada luka saat berburu atau berperang. Saat ini candu masih
digunakan untuk mengurangi rasa sakit dibidang kedokteran.?® Dalam bahasa

indonesia bermakna sari buah bunga candu. Menurut Oxford English Dictionary,

% lbid, Hal. 20
% Waldjinah, Waspadai Napza di Sekitarmu, PT Intan Pariwara, Klaten, 2009, hal.3-16.
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opium adalah suatu warna coklat yang kemerah-merahan, memberi wewangian
obat yang sangat kuat menyebabkan kecanduan yang disiapkan dari getah kental

yang dikeringkan dari kapsul bunga candu opium, memiliki nama ilmiah Papaver

spesies tu

diseluruh d

suatu unsur bahan kimia kompleks organik, ditemukan di tumbuh-tumbuhan, yang
memiliki karakteristik menggabungkan nitrogen dengan elemen lainnya, memiliki
rasa yang pahit, dan secara khas memiliki beberapa racun, stimulan, memiliki efek

penghilang rasa sakit. Memiliki banyak alkaloid berbeda, pada tumbuhan opium

7 Dadang Hawari, Konsep Agama menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif), hal.
168.
% Zulkarnain, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif
Indonesia, UIN-SU, Sumatera Utara , 2016, hal. 43.
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ditemukan 30 jenis. Dengan morfin (morphine), merupakan alkaloid paling penting

pada opium - itu kualitas narkotik alaminya seperti halnya struktur kimiawi yang

sama tersedia untuk heroin -alkaloid lainnya, codeine, adalah yang juga dicari untuk

eroleh dari dua
plahan sekedar

atikan kadar

- Opium obat, yakni opium mentah yang tidak mengalami pengolahan
sehingga sesuai dengan pengobatan, baik dalam bentuk bubuk maupun

dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat formakologi.'%

9 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
100 1hid.
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b. Narkoba Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan

diambil zat adiktifnya ( Intisarinya ) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga

1) Sabu (Amfetamin)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem
saraf pusat (SSP) stimulants. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat
secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa

bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin

101 Mastar Ain Tanjung, Op.cit., hal. 21
102 Zulkarnain, op.cit,. hal. 48
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lain, seperti Metedrin, Deksamil dan Benzedrin, kemudian membanjiri pasaran.

Pada awal 1990-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth

atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu. Amfetamin meningkatkan pelepasan

tetapi, dal
Klinis, efek amfe . jirip dengan amfetamin memiliki
waktu paruh lebih panja anding I , ) koka aruh amfetamin

10-15 jam) da s ( orika an 8 kali lebih lama

Classification of Diseases and Related Health Problems), kelainan mental dan
tingkah laku yang disebabkan oleh amfetamin diklasifikasikan ke dalam golongan

F15 (Amfetamin yang menyebabkan ketergantungan psikologis).%®

103 1hid.
104 |bid, Hal. 49
105 1hid.
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Cara yang paling umum dalam menggunakan amfetamin adalah dihirup melalui

tabung. Amfetamin dapat membuat seseorang merasa energik. Efek amfetamin

termasuk rasa kesejahteraan, dan membuat seseorang merasa lebih percaya diri.

2) Eksta

MDM#

=\ 25 &

‘a\’i\‘tﬂ\

-k

likenal dengan
nama Ekstas unakan sebagai
obat rekres aktif. Resiko
penggunaan ir. Hal
sebaliknya j

(MDMA) dari  keluarga

berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan
untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam
meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA

termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati,

106 |bid, Hal. 50
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cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan
gerakan. o’

Pengaruh-pengaruh ekstasi dapat membuat seseorang bertingkah laku yang

yang melepaska aha : . ‘ gat dan fungsi-
fungsi lain. Pe ; I : ' al yang sudah tidak
memakai eksta: aen: ‘j ‘- asi h sec fMental, yang berarti
bahwa kerus : ' : '.: : liperbaiki.’°® Bahkan
ekstasi bisa

berbeda:

.@ dan.pada tingkat yang berbahaya.

Karena biasanya eksta .

resiko kematian karena panas yang berlebihan (hyperthermia) akan
meningkat.

- Walau bukan karena akibat langsung dari ekstasi, kematian dapat terjadi

karena banyaknya air yang diminum akibat temperatur suhu badan yang

07 1bid, Hal. 51
108 |bid, hal.52
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tinggi sehingga terjadi "dilutional hyponatremia” -keadaan dimana otak

kelebihan cairan.%®

3) Cocain

asam berupa K ih, srasa sediki ih ah larut disbanding

bentuk basa bel erbau ) ! Bila seseorang

didistribusikan ke otak. Kokain yang dijual di pasar gelap mempunyai nama jalanan

yang lain seperti koka, coke, crack, happy dust, charlie, srepet, snow atau blow.

109 1hid.

110 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi
dan Penyuluh masalah narkoba, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003, Hal. 55

11 Ahmad Darwis, Narkoba,bahaya, dan cara mengantisipasinya, Jurnal Pengabdian Kepada
Masyarakat, Vol 1 No 1 Mei Tahun 2017 , Hal. 40
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4) Heroin
Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk

kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat

jelaskan bahwa nama

eroin dipakai
sebagai za : tuk p ha 3¢ anan batuk. Heroin
adalah narkotika semi sinte _ _- : -_ emodifikasi struktur kimia
alami morf de

dengan asam

asetat. 3

paru.tt4

Heroin atau disebut juga diachetyl morpin meruakan suatu zat semi sintetis

turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui peroses penyulingan atau

112 Hari Sasangka, Op.cit., hal. 46

113 Santella. Thomas M, Drugs The Straight Facts: opium, Infobase Publishing, New York, 2007,
hal. 14.

114 Akmal Hawi, Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Dip Anti
Rehabilitasi Narkoba Pondik Pesantren A-Rahman Pelmbang, Disertasi UIN Sunan kalijaga,
2012, hal. 59.
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proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara achetalasi dengan
acetiacanydrida. bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidraid atau

astilklorid. Heroin dapat disembuhkan dengan cara mengajarkan kecerdasan

merupaka

pecandu

CaaNAy

dengan gan

lebih renda

=
g
h s
g
- e

cara dihirup melalui lubang hidung (sniffing), atau dengan disuntikkan ke dalam
pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin atau jarum suntik. Pemakaian

putaw menyebabkan penggunanya menjadi mengantuk dan perubahan mood yang

115 Goleman, Emotional Intelligence Alih Bahasa: T. Hermaya, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2007, hal. 7.

116 Mardani, Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidan nasional,
Rajawali press, Jakarta, 2008, Hal.88
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tidak menentu. Pemakaian secara kontinyu akan berujung pada kecanduan secara
fisik (sakaw) maupun secara psikologis (sugesti untuk memakainya lagi).*’

Pemakaian jangka panjang akan menyebabkan penyumbatan oleh kristal-

buh. Jika

an r Jae inan b an kematian.

6) Katino

Nark

warataRnte

‘;1‘5‘ .

ini sudah be
belum ada
Secara medis
dan efek mirip
mengatakan kanc ﬂ‘ : kan dari tumbuhan yang
bernama Khat atau ,Q ang.biasa tumbuh di Afrika Timur
dan Tengah serta sebagian ‘ : ! an Khat atau sirih Arab, biasa
diminum sebagai teh Arab atau dikunyah seperti daun sirih.

Zat katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat

dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi

disalahgunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika. Katinon sintetis

17 1bid.
118 1bid.
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berbentuk serbuk kristal putih atau kecoklatan yang dikemas didalam kapsul dan
dapat dibentuk tablet / pil sebagai pengganti pil ekstasi.*®

Di Indonesia, katinon masuk sebagai narkotika golongan | dalam Undang—

tindak pidana’
hukum pidana
in pada peraturan

berantasan Tindak

Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan
lain sebagainya. Namun, tidak semua ahli pidana sepakat terkait penggunaan istilah
ini. Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah ‘perbuatan pidana’,

sementara Utrecht menggunakan istilah ‘peristiwa pidana’. Berbeda dengan

Moeljatno, Roeslan Saleh dan Utrecht, A.Z. Abidin memperkenalkan istilah

119 Zulkarnain, op.cit,. hal. 58
120 |pid.
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‘perbuatan kriminil’. Oemar Seno Adji sering kali menggunakan istilah ‘delik’,
begitu juga Andi Hamzah menggunakan istilah yang sama dalam bukunya.?!

Penulis dalam hal ini menggunakan istilah ‘tindak pidana’ untuk mewakili
beragam istilah yang digunakaneleh para ahli sebelumnya. Dasar argumentasi yang
digunakan bahwa istilah ini adalah istilah resmi yang digunakan pada setiap aturan
hukum. “Tujuannya untuk _menghindari® perbedaan persepsi sehingga tidak
membingungkan pembaca. Tindak pidana merupakan terminologi pokok dalam
hukum pidana. Perbuatan seseorang yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat
dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana apabila terlebih dahulu diatur
pada ketentuan hukum yang berisi ancaman berupa sanksi pidana.

Konsekuensi dari ketentuan ini yaitu pidana tidak dapat dijatuhkan kepada
seseorang yang melakukan perbuatan dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut
belum diatur dalam aturan yang memuat sanksi. pidana. Ini merupakan semangat
yang terkandung dalam asas legalitas sebagai jantungnya hukum pidana. Asas
legalitas termuat dalam pasal 1 ayat (1) kuhp. Pasal tersebut mengatur “’tiada suatu
perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-
undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.'?> Berdasarkan
ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya penetapan suatu perbuatan
yang tidak dikehendaki oleh masyarakat ke dalam aturan pidana apabila memilih

hukum pidana sebagai sarana penanggulangannya.

121 Made Sugi Hartono & Diah Ratna Sari Hariyanto, Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana
Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida, Kertha Wicaksana, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018,
him. 14

122 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2011 (cetakan 29),
him. 3.
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Keputusan dalam menetapkan suatu perbuatan biasa menjadi tindak pidana
terjadi pada tahap formulasi yang dikenal dengan istilah kriminalisasi.!?® Tindak
pidana dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai
ancaman berupa sanksi pidanabagi seseorang-yang melanggar larangan tersebut.
Larangan dalam tindak pidana ditujukan kepada perbuatan sementara ancaman
pidana ditujukan kepada orang.yang melakukanarangan tersebut.

Antara larangan dengan ancaman pidana mempunyai hubungan erat karena
pada dasarnyaantara perbuatan dan orangnya juga mempunyai hubungan yang erat.
“antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena
antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat
pula. yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. kejadian tidak dapat
dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam
pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya...”1%

Tindakan dan orang yang bertindak dalam kontek hukum pidana memang
mempunyai hubungan erat. Pidana tidak dapat ditimpakan kepada seseorang atas
dasar tindakan yang tidak dilakukan olehnya. akan tetapi, tidak serta merta orang
yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi-sanksi pidana. Sanksi pidana dapat
dijatuhkan apabila terdapat pencelaan dalam diri pelaku. Sifat pencelaan ini disebut
sebagai kesalahan atau mens rea sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana
yang berujung pada penjatuhan pidana.'?® “Suatu perbuatan yang tidak termasuk

dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi, hal itu juga tidak

123 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 133.
124 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59.
125 Schaffmeister Keijzer dan Sutorius, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 25.
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berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat
dijatuhi pidana. Untuk itu, diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat

melawan hukum dan dapat dicela. ”

pidana menga

bertindak melé e : : ar dak melakukan
sesuatu. Melak

sebagai del sesuatu yang
diharuskan yang menjadi
kewajiban atau delicta

ommissionis.*<°

2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai generasi kedua

atau keturunan pertama atau manusia yang masih kecil. 128

126 \Made Sugi Hartono & Diah Ratna Sari Hariyanto, Op.cit., hal. 15

27 Eddy OS Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal.
104.

128 Kamus Besar Bahasa Indonesia.
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Pembahasan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti
sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah seorang laki-laki atau perempuan

yang belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum

dan kese asyaraka : ; 3. wajib dan

. dalam diri
setiap anak melekat ha ma asi al manusia yang harus
dijunjung t
Berikut def

1. Menur cke, a  pribadi y lan peka terhadap

dibawah umur

dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia

belum berpernah kawin. 3!

129 Adon Nasrullah, Dasar-Dasar Patologi Sosial, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal 195.

130 Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Magasid
AsySyari’ah), Noerfikri, Palembang, 2015, Hal. 56

181 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak,Cetakan Kedua P.T.Refika Aditama,
Bandung, 2010, Hal. 50
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Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan
perundang-undangan :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian kedudukan anak
dalam hukum_pidana diletakkan dalam_pengertian seorang anak yang belum
dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan
perlindungan menurut ketentuan; hukum 'yang. berlaku. Pengertian anak dalam
hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi
anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung
jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian
anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak terdapat dalam Bab | Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan
bahwa “Anak adalah seseorang yang belum herusia 18 (delapan belas ) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban
adalah anak yang belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang 17 mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh
tindak pidana”.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian
anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, terdapat dalam Bab | Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan

“ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun
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dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila
hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pengertian

rdapat dilema
hadap anak yang
ing melakukan

pidana, tetapi

korban.132

Keseimbangan perlakuan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan
narkoba antara anak sebagai pelaku (tindak pidana) dan sebagai korban harus
bersifat proporsional. Artinya memperhatikan anak yang melakukan

penyalahgunaan narkoba semata-mata sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat

132 Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Setara Press, Jatim, 2015, Hal. 138.
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dibenarkan. Maka dengan demikian, keseimbangan perlakuan terhadap anak yang
melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai pelaku dan sebagai korban patut
diprioritaskan. Dalam hal-hal tertentu prioritas pengentasan anak dari
keterlibatannya dengan narkoba justru menjadi-hal yang patut diutamakan.**®
Anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba sejatinya tidak

menggunakan. penahanan atau, penjatuhan’ pidana. Pidana penjara tidak dapat
memberikan jaminan bahwa anak yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan
anak akan menjadi baik. Upaya yang perlu dikedepankan oleh Kepolisian kepada
anak adalah nasihat dan himbauan serta melibatkan peran serta orang tua dan
masyarakat, penanggulangan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak lebih
tepat bila menggunakan sarana non penal karena melihat anak sebagai indivdu yang
belum memiliki kecakapan fisik dan mental.***
C. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya bagi umat manusia,
yang tidak dapat ditanggulangi secara setengah-tengah, tetapi harus merupakan
gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk-menyadarkan dan memerangi
anggota masyarakat yang  terlibat ‘dalam..penyalahgunaan narkotika. Guna
menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau
memanglah tidak mudah untuk mencari upaya atau cara yang terbaik. Namun, baik
orang tua, masyarakat umum maupun aparat penegak hukum terutama aparat

kepolisian dapat mengambil langkah-langkah strategis di dalam mengupayakan

133 Koesno Adi, Op.cit., Hal. 139.
134 Mochammad Anwar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Syiar Hukum Jurnal IImu Hukum, Vo. 17 No. 1, hal. 52
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menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polda Riau. Upaya

yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dengan bantuan masyarakat dalam

menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

erhadap tempat-
temapt yang d ebagai ja - arkotika. Pelabuhan

baik dari dalam

QQ at-tempat yang biasa diadakan
transaksi narkotika sepelr ‘ rarn un ditempat biasa anak remaja
kumpul-kumpul.

3. Bekerja sama dengan pendidik untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah-
sekolah dan perguruan tinggi yang diduga telah terjadi penyalahgunaan

narkotika.

185 Andi Helmi Adam, Tinjauan Kriminologi Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak,
Jurnal Al Hikam, Vol 1 No 1 Tahun 2017, him. 76
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4. Meminta kepada instansi yang mempunyai kewenangan untuk mencabut izin
usaha terhadap pengusaha-perusaha hiburan yang melanggar ketentuan waktu

membuka dan menutup kegiatannya, terutama tempat hiburan yang diduga keras

menghi

positif.

. Melakuka

represif merupakan tindakan penegak hukum terhadap Ancaman Aktual (AF), yaitu
terhadap penyalahgunaan narkotika maupun efek yang ditimbulkan dari pada
penyalahgunaan narkotika, melalui proses penyidikan dengan mempedomani
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

UndangUndang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan tindak pidana yang terjadi.

136 1bid
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Upaya represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku yang
melakukan tindak pidana pengendaran dan penggunaan narkotika, guna diproses

sesuai dengan hukum yang berlaku.®’
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137 1bid
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Memakai Dan

italia menel

pendidikan

karena anak & Ak anak tidak sa : " sa.1% Jadi hal inilah

0..

Anak memiliki sistem ak yang menampilkan martabat

anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah
menampakan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki
kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf

perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-

138 Dr. Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, him.5.
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cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan

psikis maupun jasmaninya.'%

Seorang bayi misalnya, berlainan sifatnya dengan pemain kecil, si buyung atau

penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana
pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun proses perkembangan anak terdiri

dari beberapa fase pertumbuhan yang bias digolongkan berdasarkan pada

1% |bid, Hal. 6.
140 1bid.
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paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak.
Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) fase, yaitu :14!

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun

sebagai masa

yaitu periode

| yang dikenal

dengan s¢
3. Fase keti ah d g dinamakan masa
remaja 0lescent, dimana
terdapat ma jadi orang dewasa
Fase ketiga d n besar. Perubahan
besar yang dialami a .u @ ‘ . dan tindakan kearah lebih

agresif sehingga pada pe : ak-anak dalam bertindak dapat
digolongkan kedalam tindakan yang menunjukan kearah gejala kenakalan anak.
Kenakalan anak diambil dari istilah asing juvenile delinquency, tetapi kenakalan
anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHPidana.'*> Menurut

penulis anak-anak di fase ketiga ini harus mendapatkan perhatian yang lebih dari

141 1bid, Hal 7.
142 |bid, hal. 8
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keluarga sehingga anak-anak terhindar dari prilaku-prilaku yang digolongkan
kedalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak.

Juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa
muda sifat-sifat khas pada periode remaja,.sedangkan Deliguency artinya doing
wrong, terabaikan/ mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat,
a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat
diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.*®

Kejahatan merupakan suatu fenomena komplek yang dapat dipahami dari
berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap
berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan
yang lain. Dalam pengalaman kita tidak mudah untuk - memahami kejahatan itu
sendiri.*** Sehingga menurut penulis diperlukan suatu disiplin ilmu untuk
memudahkan Kita memahami suatu kejahatan, Sehingga  tindakan-tindakan
pencegahan terhadap kejahatan bisa di maksimalkan.

Usaha memahami kejahatan ini telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh ilmuwan
terkenal. Plato menyatakan dalam bukunya “republiek” menyatakan antara lain
bahwa emas, manusia adalah-merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara
Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan
pemberontakan. Thomas more, penulis buku utopia menceritakan bahwa hukuman
berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak
untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Maka harus dicari sebab musabab

kejahatan dan menghapusnya. Kemudian tertampung dalam suatu ilmu

143 1bid, hal. 9
144 Topo santoso, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 1.
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pengetahuan yang disebut kriminologi. Objek studi kriminologi tidak saja
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tapi juga tingkah laku yang
oleh masyarakat tidak disukai, meskipun tingkah laku tersebut bukan merupakan
suatu pelanggaran-dalam hukum pidana.'*®

Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan karena hukum pidana baik
materil maupun formal serta_sistem penghukuman sudah tidak efektif lagi untuk
mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat
dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan tidak efektifnya hukum pidana, maka
para ahli mengadakan penelitian bukan pada aturan-aturan hukum yang mengenai
kejahatan bertalian dengan pidana, tapi obyeknya adalah orang yang melakukan
kejahatan itu sendiri. Tujuannya untuk mengetahui apa sebab-sebabnya sehingga
sampal ia berbuat jahat, apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat
ataukah didorong oleh keadaan sosiologis maupun ekonomis ataukah sebab-sebab
lain.**® Jadi menurut penulis kelahiran kriminologi sebagai alternatif untuk
memahami, mencegah dan memberantas kejahatan.

Kejahatan bukanlah .fenomena sosial dan historis, Sebab tindakan menjadi
kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan.ditanggapi sebagai kejahatan, disana
harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar,
disamping adanya lembaga yang bertugas menegakkan norma-norma dan
menghukum pelanggarnya. Sutherland, mengatakan kriminologi mencakup proses-

proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

145 1bid, hal. 2
146 Abdussalam, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal, 2.
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Jadi, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai
masalah manusia.'*’

Obyek studi kriminologi meliputi kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi
masyarakat terhadap kejahatan. dan pelaku atau penjahat. Menurut ilmu
kriminologi, kejahatan terbagi menurut hukum (yuridis) dan menurut non hukum
(yuridis) atau- menurut sosiolegis! ‘Sutherland, .mengatakan kejahatan menurut
hukum (yuridis) adalah sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara
sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan di ancam dengan suatu sanksi.
Dalam buku referensi dari Anglo Saxon, kejahatan menurut hukum dikelompokkan
dalam istilah conventional crime yaitu kejahatan (tindak pidana) yang dicantumkan
dalam KUHP. Istilah Victimless Crime (kejahatan tanpa korban, meliputi pelacuran,
perjudian, pornografi, pemabukan, dan penyalahgunaan narkoba) yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersendiri. 4

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaiimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara
ritual keagamaan dan disamping itu juga digunakan untuk pengobatan yang

memiliki fungsi sebagai obat anti nyeri (Pain Killer) atau sarana pembiusan, namun

147 1bid, hal. 5
148 1bid, hal. 16.
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dalam penggunaanya (narkotika) dapat menimbulkan efek-efek disamping
penghilang rasa sakit dan pembiusan bagi penggunanya.}*® Oleh karena itu

pemerintah mengatur Narkotika melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor

apabila dibiarka saja : ertentu dalam
penggunaan na W au e d apabila narkotika
dipergunaka

1. Mempen
a. Halusinas
b. kehila
c. teler.
2. Mempenga
a. Menjadi
b. Menjadi
C.
d.

dan ilmu pengetahuan. Hal ini menga epada Pasal 7 Undang-Undang Nomor.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika dapat
digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Namun ada pelarangan bagi sebagian narkotika

golongan | untuk pelayanan kesehatan sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang

149 Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Setara Press, Jatim, 2015, Hal. 3.
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Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan efek dari penggunaanya bisa
berbahaya bagi tubuh manusia. Ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama
Bapak AKP Romi Irwansyah, SH. MH (Panit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Riau):

“Ada jenis obat mengandung narkotika yang memerlukan pengawasan khusus
dari apotek dan diawasi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan
penggunaannya maupun peredarannya. untuk kebutuhan pengobatan, narkotika
masih bisa dimanfaatkan. Hanya saja, pemakaian narkotika di Indonesia harus
merujuk pada aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan’.**°

Selain itu Narkotika golongan | dapat digunakan untuk kepentingan penelitian
dan pengetahuan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian narkotika bukan merupakan
barang yang bebas digunakan oleh masyarakat, sebagaimana Undang-Undang
Nomor. 35 tahun 2009 telah melarang penggunaan narkotika di luar dari
kepentingan pelayanan kesehatan, riset/penelitian dan ilmu pengetahuan. Pada
prinsipnya penggunaan di luar kepentingan tersebut dikategorikan sebagai suatu
tindak pidana yang disebut sebagai penyalahgunaan Narkotika dan diancam dengan
hukuman pidana penjara hingga hukuman mati, tergantung dari berat atau ringan
nya suatu tindak pidana yang dilakukanya.!

Disamping penggunaan yang legal dalam pengobatan, penelitian dan ilmu
pengetahuan, tak jarang sering dijumpai tentang penyalahgunaan (abuse) narkotika

di negeri ini. Penyalahgunaan narkotika biasanya terjadi di kota-kota besar,

mengingat di kota-kota besar banyak sekolah, universitas, tujuan wisata, dan

150 \Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH. MH pada 10 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB
151 Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH pada 10 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB
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ISJIAIU

nery we[sy sej

hiburan malam seperti diskotik, bar, dan klub malam. Hal tersebut tentunya menarik
wisatawan untuk datang ke kota-kota besar, wisatawan yang datang tak terkecuali

mendatangkan pengaruh buruk terkhusus peredaran narkoba dikarenakan

tabel berik

Jumlah

73

147

220

sebagai pengguna. Seharusnya ini menjadi perhatian para penegak hukum

untuk melakukan tindakan preventif dan represif agar kedepannya kasus

penyalahgunaan narkotika anak dibawah umur dikendalikan dengan baik.
Pada penelitian ini, jenis responden kelompok umur yang menggunakan

Narkoba pada umur < 21 tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Farrington

152 |bid.
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bahwa tindakan kriminalitas biasanya dilakukan pada masa remaja akhir,
seperti yang dikutip bahwa “The prevalence of offending peaks in the late

teenage years between ages 15 and 79 .15 Akhir batas umur yang digunakan

Berbagai detail mengenai jumlah keadaan sampel akan dijelaskan pada tabel-

tabel selanjutnya.

Untuk mengetahui mengenai faktor yang menyebabkan tindak pidana

narkotika, maka dibutuhkannya pengkajian lebih dalam dari ilmu kriminologi.

158 Farrington, David. P. Life-course and develommental theories in criminology, the Sage handbook
of criminology theory, 2010, hal. 3.
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“Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang

bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.'® Sedangkan menurut

Frij “kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk,

s

\ Y E!

Berdasa

yang menye

NO
1.
pkan kejahatan
sebabkan  faktor
lebih dominan
2 Faktor pergaulan tor Psikologi

Faktor ini disebabkan rasa
ingin tahu anak yang begitu
besar  terhadap  narkoba
sehingga faktor ini terjadi
bukan karena kebutuhan
melainkan kepuasan.

3. Faktor miliu (lingkungan) -Faktor jasmani

Ini masih terbilang belum
sempurna serta pola pikir

1% Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers, Depok, 2019, him. 9.
1%5 Zulkarnain S, Op.it, him. 40.
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yang belum matang sehingga
dengan  cangkupan kota
pekanbaru yang luas yang
dengan mudahnya dapat
disebarluaskan oleh anak-
c ngan mudahnya
anak-anak

1. Faktor ekonomi

Kejahatan disebabkan faktor ekonomi lebih dominan. Hal ini disebabkan adanya
tuntutan ekonomi yang semakin meningkat tiap hari sedangkan lapangan kerja
sangat sulit didapatkan serta upah dari pekerjaan yang sangat kecil. Berdasarkan
hasil kuesioner anak-anak tersebut memiliki orangtua yang pendapatan yang kurang

untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka perlu peran orangtua untuk lebih kerja
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keras untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak dan juga

peran pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga

ekonomi masyarakat meningkat.

menjadi p
mampu mempe : k dan akibat dari peng 1 narkotika. ' Maka

perlu peran

memasuki masa dewasa menjadi tiga kelompok, yaitu dewasa awal, dewasa

madya, dan dewasa lanjut. Adapun penggunaan kelompok umur ini digunakan
karena mampu mengakomodasi tipologi umur dari warga binaan yang
merupakan individu yang telah dewasa. Berikut merupakan penjelasan

mengenai frekuensi umur dari tiap responden.

1%6 Hasil Kuesioner penulis.
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Tabel 2

Dewasa Awal (18-40 tahun)

Hal ini menunjukka Q m ‘ ga binaan yang berasal
_ _ [kn

dari daerah Pekanbaru dibanding ya. Kenyataan bahwa peredaran
narkotika yang telah meluas ke berbagai kelompok masyarakat dapat dilihat

dari bagaimana pengguna narkoba berasal dari berbagai lapisan masyarakat.
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4. Faktor Akademis

Tabel 3

inhalant, kokain, Amphetamin, heroin
ganja Benzodiazepine,
Alkohol

M Series1 M Series2 M Series3

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas Il Pekanbaru.
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Adapun jenis Narkoba yang disebutkan dalam penelitian ini merupakan
macam-macam Narkoba yang sudah banyak digunakan dan beredar di kalangan

anak dibawah umur. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Narkoba

)
L
k
[{e}
o
=
QD
>
(@)
<
QD
>
(@)

menjawab
orang, inha

Setiap

LR

responden

HRALNANAEY

L GCTY
<

minggunya. I
menjadi tiga ﬁ;\ elompok jarang
merupakan ya " | sef inggu. Kelompok
sering adalah ya g >edangkan kelompok
sering sekali merup ali sampai lebih dalam
seminggu.
Tabel 5

No Jawaban Jumlah Persentase (%)

1. | Jarang 2 10%

2. | Sering 8 40%

3. | Sering Sekali 10 50%

Jumlah 20 100%

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas Il Pekanbaru
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa yang memiliki presentase paling
besar adalah pemakai sering sekali dan dengan persentase 50%. Di peringkat kedua

yang memiliki 40% adalah kelompok sering. Dan yang paling rendah adalah

akses untuk
peneliti telah

ar/bandar, dan

0 16

M akses Mendapatkan

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas 11 Pekanbaru

Dari grafik di atas jelas terlihat bahwa garis paling besar merupakan yang
menjawab teman. Sebanyak 15 sampel menjawab mendapatkan Narkoba dari
temannya. Dari lingkungan sekitar 3 orang, Sedangkan yang menjawab

pengedar/bandar sebanyak 1 orang. Yang paling sedikit adalah yang menjawab
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lainnya/ orang tidak dikenal 1 orang. Tingginya pengguna yang menjawab bahwa
mendapatkan Narkoba dari temannya menjadi sebuah faktor bahwa

penyalahgunaan Narkoba banyak dipengaruhi oleh faktor teman. Hal ini juga

Perbedaan
kelompok

individu d

ARAENANAEN

s

cenderung sé

menggunak

islearned in interaction with other persons in aprocess of communication.*’
Faktor yang berpengaruh pada perilaku ini menggambarkan agen-agen
sosialisasi dalam masyarakat seperti teman, lingkungan, dan keluarga memiliki

peran penting dalam perkembangan kepribadian individu.

157 Adler, M., Laufer, & Grekul, sociology : Criminology. Canada: McGrawHill Companies,
2008, hal. 140.
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Apabila dilihat dari faktor individu melakukan tindakan penyimpangan yang
dikemukakan oleh Farrington adalah intelegensi rendah, rendahnya penghargaan di

sekolah, hiperaktif, impulsif, perilaku antisosial masa kecil, penyerangan dan

A\

tidaknya

Berdas
dari indivi
mempenga

tempat ting

)AL BN

S
C.
>
«
2
c
>
«
QD
=}
<
QD
>
(=]

institusi sos
kepribadian
memiliki peng

baik tanpa krimi

<
O
3
=%
=1
@
Y
2.
o
)
=
Q
®
S

teman sebaya ataup ) ust pada tindakan kriminal, karena
interaksi dengan teman ade aling banyak dilakukan selain dengan

keluarga dan lingkungan.

Tabel 7
Jawaban Frekuensi
Valid Penyesalan Ya 18
Tidak 2
Valid Jera Ya 18
Tidak 2

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas 11 Pekanbaru
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Berdasarkan tabel diatas maka hasil jawaban responden yang dilakukan oleh
warga binaan tindakan penyalahgunaan Narkoba diakui banyak yang telah
menyesal dan jera karena menggunakannya. Dalam penelitian ini juga melihat
bagaimana tanggapan warga.binaan setelah- menjalankan hukuman karena
penyalahgunaan Narkoba

Jika dilihat dari sisi lain_dart tindak Pidana. penyalahgunaan narkotika oleh
pelaku anak memberikan efek jera dan penyesalan kepada pelaku anak namun
selalu saja terjadi peningkatan setiap tahunnya tentu tidak lepas dari serius atau
tidaknya aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.

Jadi jika dikaitkan dengan Teori kontrol, yang pertama adalah keterkaitan
(attachment) dimana faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi
penyalahgunaan = pelaku anak yang memakai dan mengedarkan narkoba
dikarenakan memiliki orang,tua yang berpenghasilan kecil-dan tidak memiliki
waktu untuk mereka yang menjadikan rasa kasih sayang atau kepekaan orangtua
terhadap anak yang minim sehingga menimbulkan komunikasi antara anak dan
orangtua yang kurang dan menjadikan rasa simpati-atau empati tidak ada. Akibat
dari hal itu maka rasa untuk'saling memperhatikan antara anak dan orang tua tidak
ada dan menyebabkan anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang, simpati,
perhatian dari orangtua mereka menjadikan anak-anak menjadi anak-anak nakal
dan salah satu dari kenakalan itu ialah melakukan penyalahgunaan narkoba.

Yang kedua jika dikaitkan dengan keterlibatan (involvement) dimana faktor
psikologi dan faktor jasmani sangat mempengaruhi. Faktor jasmani anak yang

masih terbilang belum sempurna serta pola pikir yang belum matang menyebabkan
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anak itu sendiri didalam masyarakat kurang dilibatkan dalam berbagai kegiatan
sosial didalam masyarakat itu sendiri. Seperti hal nya gotong royong, pengambilan
keputusan dalam suatu acara, keikutsertaan dalam kegiatan keangotaan dan lain
sebagainya. Menyebabkan anak:tersebut kurang dalam berinteraksi social dengan
masyarakat dan memiliki banyak waktu luang untuk melakukan hal-hal tidak
bermanfaat atau kearah yang. negative dan fakior psikologi anak menjadi faktor
pendukungdari kurangnya berinteraksi dengan masyarakat yang menyebabkan rasa
ingin tahu anak yang begitu besar terhadap narkoba. Maka dari itu kedua faktor
tersebut menjadikan anak-anak kurang disibukkan dalam beberapa kegiatan
konvensional dan memiliki kesempatan memikirkan melakukan perbuatan jahat
sehingga timbul nya pelanggaran norma atau tindak pidana didalam masyarakat
terhadap anak-anak.

Yang keempat nilai dan norma (belief) yakni. disebabkan karena faktor agama.
Anak-anak tersebut kurangnya pendidikan agama yang diberikan keluarga, dan
kurangnya kegiatan keagamaan di kalangan masyarakat, kurangnya melaksanakan
ibadah, kurangnya ‘merasakan kehadiran Tuhan. sehingga merasa bersalah,
kurangnya berakhlak mulia seperti’, berbakti pada orangtua. Hal tersebut
dikarenakan anak kurang mendapatkan pondasi dasar dari nilai keagamaan itu
sendiri sedari dini.

Jadi dari keempat komponen ini tidak terbentuk dalam masyarakat ataupun
keluarga anak itu sendiri, maka banyak muncul tingkah laku yang menyimpang dari
anak-anak. Sehingga anak-anak yang tidak dapat mengimplementasikan keempat

komponen atau elemen ini akan cenderung bertingkah laku jahat. Maka, dalam hal
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ini dapat disebutkan bahwa perilaku seseorang baik itu perilaku baik atau perilaku
jahat sepenuhnya tergantung pada masyarakat sekitarnya. Karena, setiap orang

yang lemah atau putus dengan ikatan sosial cenderung melakukan tingkah laku

peraturan-pera

dilaksanaka

dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan
melalui tangan orang-orang tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara

mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak

1% Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis, Genta Publishing, Yoyakarta,
2009, Hal. 1
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hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh
tersebut.>®

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum
terhadap pelaku.-penyalahgunaan narkotika;= namun demikian beban yang
ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang
dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara inheren dalam
penerapan hukum pidana tersebut seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.°

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak diatasi oleh
aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim. Penegakan
hukum diharapkan mampu menjadi faktor penghambat terhadap meningkatnya
peredaran narketika dikalangan anak-anak tetapi realitanya peredaran narkotika
semakin meningkat. Sebagai Negara hukum tentu menjunjung tinggi supremasi
hukum yang menjamin adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan
pemerintahan bagl setiap warga negaranya tidak terkecuali dalam upaya
pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus
dihukum sesuai kaidah hukum yang berlaku.®*

Permintaan dan kebutuhan narkotika yang tinggi dan terus menerus namun
mempunyai hukuman yang keras dari berbagai Negara mengakibatkan terjadi

peredaran narkotika dengan keuntungan berlimpah yang di dapat oleh produsen,

%9 |bid, Hal.2

160 Alvi Syahrin, “Asas-Asas Dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan”, Pustaka Bangsa
Press, Medan , 2002, him. 2-3.

161 Mariana, Penegakan hukum Pidana Terhadap Perempuan Sebagai Pengedar Narkotika di
Rektorat Reserse Narkoba Polda Riau”, Fakultas lmu Hukum, Pekanbaru, 2019, hal.97
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bandar dan pengedar. Anak-anak di jadikan sebagai pengguna ataupun pengedar
yang menjadi salah satu modus operandi dalam peredaran narkoba.!6?

Terkait dengan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan
narkotika di Provinsi Riau, Selain_dari BNN,-aparat penegak hukum kepolisian
Polda Riau juga turut melakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan
narkotika, peredaran gelap narkotika dan: prekursor narkotika, hal ini diatur di
dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil
wawancara bersama Panit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Riau sebagai berikut :

“Berdasarkan aturan undang-undang Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika . *%

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan
narkotika yang dilakukan oleh anak, penyidik harus berpedoman kepada Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dalam
Undang-Undang tersebut diatur keseluruhan proses penyelesaian perkara. Bahkan
dari tahap penyelidikan hingga tahap bimbingan setelah menjalani pidana,
sebagaimana di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang tata cara,
ketentuan dan langkah atau upaya dalam penanganan kasus pidana anak.

Dalam pelaksanaannya Kepolisian Polda Riau melalui Satuan Narkoba

melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di

162 | bid.
163 Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Polda Riau, pada 10 Juni 2021
Pukul 10.00 WIB
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Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, pada Bulan Januari hingga September tahun 2020

terhadap enam puluh kasus penyalahgunaan narkoba, beberapa diantaranya adalah

kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis. Tiga kasus

J,? dak pidana
olda Riau

NO

1. penegakan
entang bahaya

2.

3.

Sumber : Hasil wawancara

Berdasarkan tabel diatas bahwa dalam proses penegakan hukum dan
pemberantasan narkotika Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH selaku Panit 2
Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Riau juga mengakui bahwa banyak hambatan-

hambatan yang polisi hadapi terkait dalam melakukan pencegahan dan penindakan.
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Selama 2 tahun terakhir penindakan serta pencegahan penggunaan dan pengedaran
narkoba oleh anak-anak mengalami hambatan para anggota polisi di lapangan,

diantara hambatan itu adalah:%*

Kurangnya or days ara melakukan
identifike

Kurangny
pemberal

e. Peralatan 3 )emac al ini pe peremajaan alat-alat

..Q : kebijakan - kebijakan
untuk mencegah dan menar . a. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa
pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan
teknik perundangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-

dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif juga diperlukan pendekatan

164 Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Polda Riau, pada 10 Juni 2021
Pukul 10.00 WIB
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yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan
komparatif.16°

Pendekatan yang dimaksud yaitu melalui pendekatan penal dan non-penal
sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian.maupun BNN, yaitu
dengan pendekatan penal berupa serangkaian penyelidikan hingga penyidikan yang
bertujuan untuk menanggulangic-permasalahan ;kejahatan. Kemudian pendekatan
nonpenal berupa sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat
yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan, maka sasaran utamanya
adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Pada dasarnya pendekatan non-penal dilakukan dikarenakan adanya
kesenjangan antara aturan dan budaya dalam masyarakat, sehingga apabila
dilakukan dengan pendekatan penal policy maka proses penegakan hukum tidak
akan efektif untuk dilakukan:Sejatinya pendekatan penal maupun non-penal harus
memiliki tujuan yang kongkrit. Hal ini di ibaratkan dalam menanggulangi maupun
mencegah kejahatan. Pendekatan penal maupun non-penal harus berfungsi
layaknya obat kausatif, yaitu membasmi kejahatan.hingga ke akarnya sehingga
dimasa yang akan datang tidak akan terjadi kejahatan yang sama.

Jika dikaitkan dengan teori unsur sistem hukum yang mempengaruhi
keberhasilan dan keefektifitasan dalam penegakan hukum menurut Lawrence
Friedman, maka dalam proses penegakan hukum perkara tindak pidana
penyalahgunaan narkotika oleh anak di Provinsi Riau bisa dikatakan kurang

berhasil dan kurang efektif.

165 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, ctk. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta,
2008, him.20.
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Hal ini dikarenakan kurangnya personil dan alat-alat yang kurang memadai
dalam proses penegakan hukum hal ini merupakan kendala unsur struktur hukum

(Structure of Law) Polda Riau khususnya satuan narkoba. Selain itu ada pula

kebutuhan ma . Seba ot : n substansi hukum
(Substance
C. Upaya F N A dJa Riau dalam
Meminima ANg 3 13 arkotika Wilayah

Hukum

masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan atau politik kriminal
itu sendiri, menurut Sudarto adalah suatu usaha yang bersifat rasional yang berasal
dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.6®

Kepolisian Polda Riau dalam menangani kasus narkotika di Provinsi Riau

melakukan pendekatan non-penal dan penal. Pembinaan non-penal yang dilakukan

166 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, him.3.
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oleh Polda Riau adalah sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkoba melalui
sat narkoba kepada pelajar yang dijadwalkan setiap satu bulan sekali ke setiap
sekolah di Kabupaten se Provinsi Riau atau jika ada permintaan dilakukanya
sosialisasi baik di.sekolah, desaatau instansi.pemerintahan. Sedangkan pendekatan
penal yang dilakukan Polda Riau adalah serangkaian penyelidikan dan penyidikan
terhadap kasus penyalahgunaan-narkotika di' Provinsi Riau.

Sedangkan pendekatan penal dilakukan dengan pelaksanaan penegakan hukum
terhadap anak-anak sebagai pengguna dan pengedar narkotika. Walaupun dalam
pelaksanaan penegakan hukum ini terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh
aparat kepolisian di Polda Riau. Sampai saat ini upaya penanggulangan yang
dilakukan oleh-Palda Riau dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak pidana
narkotika di wilayah hukum Polda Riau, yaitu sebagai berikut®®’ :

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendekatan kepada pelaku
Kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang dapat dilakukan oleh
semua orang, baik orang dewasa atau anak-anak. Disamping itu pihak kepolisian
juga melakukan “pendekatan personal kepada. pelaku untuk memberikan
keterangan dari tersangka baik. dalam preses penyelidikan ataupun penyidikan.
Terlebih lagi jika tersangka nya anak-anak. Pihak kepolisian harus memberikan
perlakuan sedikit berbeda dengan yang dewasa.

2) Transparansi dalam penegakan hukum
Transparansi dalam penegakan hukum harus diterapkan. Aparat kepolisian sadar

bahwa keberadaan dari anggota polisi itu sendiri juga merupakan musuh dalam

167 Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Polda Riau, pada 10 Juni 2021
Pukul 10.00 WIB
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selimut dalam pemberantasan dan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika.

Ada kalanya, Polisi merupakan backing dari seorang pengedar narkotika. Oleh

karena itu, transparansi dalam penegakan hukum harus dilakukan untuk

menghilangkanpersepsi masyarakat yang tidak baik kepada aparat kepolisian.6®
3) Meningkatkan patroli atau razia di tempat-tempat rawan sering dilakukannya
tindak pidana narkotika.

Dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan semakin
meningkatnya peredaran narkotika dikalangan anak-anak yang terjadi di Riau,
maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kegiatan patrol dan razia di
tempat-tempat yang disinyalir dan digunakan sebagai tempat transaksi narkotika,
seperti di tempat hiburan, hotel, daerah-daerah pelosok, dan lain-lain.°
4) Meningkatkan kualitas penyidik dengan mengadakan pelatihan peningkatan

kemampuan personil penyidik.

Salah satu upaya yang harus dilakukan aparat kepolisian Polda Riau adalah
pengembangan kasus melalui pelatihan peningkatan kemampuan personil para
penyidik. Illmu lapangan yang dimiliki oleh penyidik belum cukup untuk
memberantas tindak pidananarkotika. Maka-dalam hal ini diperlukan teori bagi
penyidik dalam mempertimbangkan fakta yang ada dengan ilmu teori sehingga
mampu menganalisa dengan baik dan benar. Peningkatan kualitas penyidik dapat
dilakukan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dari tingkat bawah dari

kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Atas menjadi Strata Satu di tingkatan

168 Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Polda Riau, pada 10 Juni 2021
Pukul 10.00 WIB
169 Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Loc.cit.
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bawah (brigadir), selain itu dapat dilakukan diskusi serta pengajaran tentang
pengungkapan kasus tindak pidana narkotika melalui pendidikan jurusan mengenai
narkotika yang diadakan pihak kepolisian.1’®
5) Sosialisasi kepada masyarakat

Dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana narkotika, pihak
kepolisian melakukan sosialisasi-kepada masyarakat, sekolah-sekolah, perguruan
tinggi, mengenai bahaya atau efek akibat dari narkotika. Pihak kepolisian juga
dapat melakukan sosialisasi alat peraga dalam bentuk event acara, spanduk yang
dipasang dijalan-jalan, dan lain-lain.*"*
6) Memperluas jaringan dan memperbanyak informan di masyarakat.

Pelaksanaan-dan penangkapan maupun penyergapan terhadap pengedar atau
pengguna narkotika pihak kepolisian harus memperluas jaringan atau melakukan
kerjasama dengan masyarakat yang dijadikan infarman dalam hal pengungkapan
peredaran narkotika. Masyarakat yang diamanahkan sebagai informan sebaiknya
diberikan pengajaran dan pelatihan mengenai jual beli narkotika sehingga ketika
dihadapkan dengan pengedar atau pengguna narkotika, pithak informan tidak mudah
dicurigai oleh pihak pengedar narkotika,!"

Peredaran narkotika dan efek negatif yang ditimbulkan kepada anak-anak sudah
harus dirasakan sebagai ancaman serius karena anak-anak merupakan menerus
bangsa yang jika dibiarkan begitu saja akan memberikan dampak besar untuk

kedepannya. Aparat penegak hukum dan anggota masyarakat harus bekerja sama

170 Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Loc.cit.
171 Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Loc.cit.
172 Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Loc.cit.
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dalam memerangi setiap orang yang terlibat dalam peredaran narkotika. Hal inilah
yang menjadi salah satu perhatian khusus Negara dalam penanggulangan peredaran
narkotika khususnya peredaran narkotika dan penggunaan ditingkat anak-anak.

Dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijelaskan
dalam heberapa bentuk, yakni sebagai berikut :*

1. Politik kriminal pada penerapan hukum‘pidana

2. Pencegahan atau penanggulangan tanpa adanya pidana

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap penanggulangan kejahatan dan
juga pemidanaan melalui media massa.

Dalam upaya-upaya penanggulangan kejahatan tersebut, dapat diketahui bahwa
upaya pada butir pertama yakni politik kriminal pada penerapan hukum pidana
merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan artian bahwa
hukum pidana memiliki fungsi untuk pengendalian sosial yang bentuknya adalah
sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan, dengan
demikian sanksi tersebut diharapkan menjadi suatu sarana dalam penanggulangan
kejahatan dengan dapat ditegakkannya norma-norma dalam kebijakan sosial yang
ada dalam masyarakat.

Pada penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana diperlukannya suatu
kegiatan yang didahului dengan adanya penentuan tindak pidana yang terjadi
(kriminalisasi), sehingga nantinya dapat diberikan sanksi atau pidana terhadap
seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan pada butir kedua dan ketiga

dapat dikategorikan kepada upaya penanggulangan kejahatan nonpenal. Sudarto

173 John Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya
mensejahterakan masyarakat (Sosial Welfare), Jurnal, 2017, him. 9
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menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pada jalur penal atau jalur
pidana itu sifatnya ialah repressive atau dapat disebut sebagai upaya pemberantasan

kejahatan seteleh kejahatan telah terjadi sedangkan jalur nonpenal sifatnya yaitu

Jika dikelo

kepolisian

dilakukan o

1.

2. Upaya Preventif
Supaya penggunaan dan pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak-anak

sedikit berkurang perlu dilakukan upaya preventif, yakni upaya yang dilakukan

174 1bid, him. 9.
175 Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Loc.cit.
176 Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Loc.cit.
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dengan cara sistematis, terencana, dan terpadu. Upaya preventif adalah tindak

lanjut dari upaya pre-emtif.

Upaya preventif dalam penanggulangan penggunaan dan pengedaran narkotika

penggunaan dan pengedaran narkotika yang dilakukan anak-anak seperti,

diskotik, bar, kost-kostan, hotel, sudut sekolah, dan sebagainya.

7 Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Loc.cit.
178 Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Romi Irwansyah, SH.MH, Loc.cit
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b. Membentuk tim khusus di sekolah-sekolah, lingkungan anak-anak, yang
dicurigai terjadi penggunaan dan pengedaran narkotika dengan melakukan
penyamaran sebagai pembeli atau pengguna.

c. Dilakukan penangkapanterhadap pelaku.anak yang terbukti tertangka tangan
baik itu menggunakan atau mengedarkan narkotika.

d. Mengadakan pemeriksaan: ‘terhadap 'tersangka atau barang bukti dalam
rangka penyidikan perkara.

Pemakai atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan
seorang pelaku pidana. Namun, apabila di telaah dengan lebih seksama, banyak
kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat
atau mata rantal peredaran dan perdagangan narkotika, psiketropika dan obat
terlarang. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai “pelanggan tetap”.
Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri 'dari_ketergantungan, walaupun
mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkotika yang membelitnya.
Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidanaannya.
Berdasarkan pandangan. tersebut, maka “penghukumannya” pun perlu dilakukan
tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula.

Secara terminologi pecandu atau pengguna sangat berbeda. Pecandu
narkotika sudah jelas pengguna narkotika. Tetapi jika pengguna narkotika belum
tentu pecandu narkotika. Karena, pengguna narkotika secara legal (misalnya bagian
dari resep dokter) tidak semestinya dipandang sebagai abnormalitas, sehingga
dimasukkan ke dalam kelompok yang sama dengan para penyalahguna. Adapun

untuk menentukan seseorang pelaku tindak pidana narkotika tersebut termasuk ke
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dalam kategori pecandu atau pengguna dapat dilakukan pengamatan terhadap

kondisi individu, akan lebih sempurna apabila penanganan juga dilakukan ke

lingkup keluarga dan lingkungan terdekat individu tersebut.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor eke - s niyang Se eningkat tiap hari

teman sebaya ataupun komunitas juga berkontribusi pada tindakan
kriminal, karena interaksi dengan teman adalah yang paling banyak
dilakukan selain dengan keluarga dan lingkungan.

2. Hambatan yang terjadi dalam meminimalisir anak sebagai pelaku tindak
pidana memakai dan mengedar narkoba diwilayah hukum Polda Riau

adalah Minimnya anggota dalam mensosialisasikan bahaya penggunaan dan
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pengedaran narkoba bagi lingkungan, keluarga, serta pelaku penggunaan

dan pengedaran bisa dipidana, Minimnya sarana,anggaran dan fasilitas

penunjang anggota kepolisian dalam mengawasi serta mencegah terjadinya

Memperluas jaringan dan memperbanyak informan di masyarakat.
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B. Saran

1. Aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian yang merupakan garda

terdepan dalam penegakan hukum sebaiknya lebih memaksimalkan

mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
3. Diharapkan pihak kepolisian lebih sering melakukan penyuluhan
kesekolah-sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan perguruan
tinggi serta masyarakat setiap bulan dengan cara penjelasan dengan
menggunakan alat peraga yang memudahkan anak-anak atau masyarakat

awam dalam memahami bahaya atau efek penyalahgunaan narkoba dan
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sebaiknya dilakukan kolaborasi dengan pihak kesehatan, atau komunitas

yang terkait dengan tindakan penyalahgunaan narkoba atau LSM terkait.
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